SALINAN]

BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung
capaian sasaran pembangunan yang berdaya saing belum
optimal sehingga perlu dilakukan penajaman hubungan
sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai
pada level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan
perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Perubahan Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN
BENGKALIS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) leading Insitution merupakan Perangkat Daerah yang
memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk
merumuskan  kebijakan  inovatif, menerjemahkan
kebijakan makro terkait indikator, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan
evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan
laaporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi
General.

(2) Leading Sector merupakan perangkat daerah yang
memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk
menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang
ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

(3) Setiap Leading Institution sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan
menyampaikan laporan secara berkala kepada ketua Tim
Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis.

(4) Setiap Leading Sector sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib melaksanakan rencana aksi reformasi
birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas
capaian rencana aksi kepada Ketua Tim Reformasi
Birokrasi Kabupaten Bengkalis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Mzrat 2024

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 14
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